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TENTANG

MEKANISME KERJA TEKNIS DAN ADMINISTRASI TIM PENGAWAL DAN

PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan

wewenang Kejaksaan Republik Indonesia mencegah

terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara

lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya

Pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di

lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang perlu didukung

dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif,

sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga

kegiatan Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh

Kejaksaan Republik Indonesia berlangsung secara

efektif dan optimal;

b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai

lembaga penegak hukum bertanggung jawab

menyandang kewajiban dan harus berperan mendukung

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
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pembangunan nasional di pusat maupun di daerah

sebagaimana penjabaran dari Nawa Cita demi

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui

kegiatan Pengawalan dan Pengamanan baik dalam

perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil

pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah

terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan

kerugian negara;

c. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawalan dan

Pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh

Kejaksaan Republik Indonesia, baik di pusat maupun

daerah dimaksud perlu dilakukan secara efektif, efisien,

transparan dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Mekanisme

Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan

Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan

Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);
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3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 65);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG MEKANISME KERJA

TEKNIS DAN ADMINISTRASI TIM PENGAWAL DAN

PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan

Pembangunan Kejaksaan RI yang selanjutnya disingkat

TP4 adalah tim yang melakukan tugas Pengawalan dan

Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dengan

susunan dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam

peraturan ini, berkedudukan di pusat yang selanjutnya

disebut TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut

TP4D.

2. Pengawalan adalah upaya TP4 menjaga, mengawal dan

memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan

pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta

agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari

pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau

mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan

yang akan dan sedang dijalankan.

3. Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan

dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya

kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang

dilakukan oleh lingkungan Pemerintah

Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/

BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar.

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh daerah.
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6. Proaktif adalah sikap TP4 yang memiliki kecenderungan

lebih aktif, lebih giat mengambil prakarsa untuk

menjalin komunikasi dengan lingkungan Pemerintah

Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/

BUMN/BUMD, guna mensosialisasikan tugas

Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan

pembangunan.

7. Pencegahan adalah upaya TP4 untuk mencegah agar

pihak yang dikawal dan diamankan tidak melakukan

pelanggaran hukum.

8. Koordinasi adalah upaya TP4 menjalin komunikasi

dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat

berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu

kegiatan dengan kegiatan lainnya.

9. Diskusi adalah upaya mengidentifikasi dan

mengiventarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan

pihak yang meminta Pengawalan dan Pengamanan

sebagai bahan Analisis guna menentukan bentuk

Pengawalan dan Pengamanan.

10. Analisis adalah usaha untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya melalui pengkajian dan penjabaran masalah

guna mendapatkan pemahaman secara keseluruhan.

11. Penerangan Hukum adalah penyampaian materi

hukum/materi perundang-undangan secara terencana

dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap

aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh

masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang

berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan

tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan

melaksanakan ketentuan–ketentuan yang terkandung di

dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

12. Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materi

hukum/materi perundang-undangan secara terencana

dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap

masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh,

nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar

masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan
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